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FPAR mempunyai empat pilar, yaitu: feminis, penelitian, aksi dan partisipatif 
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Ringkasan Eksekutif 

Kondisi geografis Indonesia merupakan kepulauan dengan iklim tropis yang 
sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, kondisi ini telah meningkatkan 
risiko bencana yang dialami oleh rakyatnya. Sebagai negara berkembang yang 
rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia telah menunjukkan 
komitmen dalam aksi iklim global melalui partisipasinya dalam Perjanjian Paris 
pada COP 21 tahun 2015, dengan menetapkan target pengurangan emisi sebesar 
29% tanpa syarat dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 
2030 sebagaimana tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution 
(NDC). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah memperkenalkan 
berbagai kebijakan, termasuk transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan 
atau energi bersih, yang kemudian mendorong lahirnya berbagai proyek energi 
nasional, salah satunya adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang 
berlokasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. 
 
Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso Energy, dikelola oleh PT Poso Energy, 
dibangun di Sungai Poso di desa Sulewana pada tahun 2003. Sebagian dari Sungai 
Poso telah dialokasikan untuk pembangunan PLTA ini dengan kapasitas listrik 
yang dihasilkan 515 MW. Lima desa yang paling terdampak oleh proyek PLTA ini 
yaitu Desa Saojo, Desa Sulewana, Desa Kuku, Desa Tampemadoro, dan Desa 
Pandiri. Pembangunan proyek ini telah merampas lahan perkebunan masyarakat 
dan mengakibatkan dampak negatif signifikan seperti pencemaran lingkungan, 
hilangnya mata pencaharian, hilangnya sumber air bersih, dan kerusakan properti 
(tempat tinggal). Proyek ini mengakibatkan perempuan terdampak secara tidak 
proporsional akibat kurangnya konsultasi dan tidak adanya analisis dampak 
gender selama proses pembangunan.  
 
Proyek PLTA merupakan salah satu program energi terbarukan yang dilihat 
pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi perubahan iklim namun 
implementasi dari  proyek PLTA Poso Energy gagal menyelesaikan krisis iklim 
secara memadai, pembangunannya membutuhkan penilaian komprehensif 
terhadap potensi paparan kepada masyarakat. Pemerintah hanya melihat energi 
terbarukan pada konteks target penurunan emisi, tidak melihat hal yang lebih 
krusial seperti sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Program ini 
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menjadi penting untuk dikritisi karena menimbulkan persoalan baru, tidak dapat 
menjawab krisis iklim.  
  
Persoalan baru ini timbul karena ketidakhadiran partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan, terutama di antara perempuan, memperburuk 
situasi dengan mengabaikan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya 
alam. Kegiatan sehari-hari perempuan terikat erat dengan mata pencaharian dan 
lingkungan akibatnya, penelitian aksi partisipatif feminis sangat dibutuhkan untuk 
sepenuhnya memahami dan mengatasi implikasi gender spesifik dari proyek PLTA 
Poso. 
 
Metodologi penelitian ini sangat penting untuk memperkuat suara perempuan 
dalam komunitas, mengungkap narasi yang menyesatkan dari proyek tersebut, 
dan memberikan alternatif yang berkelanjutan yang mempromosikan keadilan 
lingkungan dan gender. Ketidakhadiran inklusi dalam proses pengambilan 
keputusan tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menyoroti 
kebutuhan mendesak akan pendekatan pembangunan yang lebih adil dan adil 
yang menghormati kesejahteraan dan hak-hak semua anggota masyarakat. 
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Bagian 1: Rencana dan Pembaruan FPAR 

Pendahuluan 

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang sudah terjadi dan berdampak 
terhadap kehidupan manusia, termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara 
kepulauan menjadi sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim 
seperti kenaikan air laut dan peristiwa ekstrim akibat perubahan cuaca seperti 
banjir dan kekeringan. Perkiraan suhu udara rata - rata nasional selama periode 
normal tercatat 26,7°C sementara suhu udara rata - rata tahun 2024 meningkat 
27,5°C dengan demikian tercatat anomali suhu udara positif sebesar 0,8°C pada 
tahun 2024. Secara kumulatif suhu udara indonesia meningkat 0,9°C dalam kurun 
waktu 44 tahun terakhir (1981- 2024). Hal ini mengakibatkan kenaikan permukaan 
air laut berdasarkan data satelit menunjukan tren naik 4,3/0,4 mm/tahun.1  

Pemerintah Indonesia telah menandatangani dan berkomitmen dalam Perjanjian 
Paris Agreement pada pertemuan COP 21 pada 2015 di Paris, untuk menekan 
kenaikan suhu secara global tidak melebihi 2°C, dan mengupayakan menjadi 
1,5°C dengan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 358 – 446 
juta ton CO2 pada tahun 2030 yang tertuang dalam dokumen Nationally 
Determined Contribution (NDC) upaya ini akan dicapai melalui pengembangan 
energi terbarukan melalui  penerapan efisiensi energi, dan konservasi energi serta 
penerapan teknologi energi bersih.2  

 
Dalam dokumen NDC 2021, ditargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca 
sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada 
tahun 2030.3 Pemerintah juga menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 
2060 atau lebih cepat, yang menjadi dasar berbagai kebijakan dan proyek terkait 
transisi energi. 
 
Kebijakan lainnya seperti Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan kebijakan yang mengatur 

 
1 catatan iklim dan kualitas udara tahun indonesia 2024 BMKG  
2 Analisis-Kebijakan-Transisi-Energi-dan-Trilema-Energi-di-Indonesia-Periode-2019-2024_web.pdf  
3 Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari 29% (unconditional) dan 41% 
(conditional) pada dokumen NDC sebelumnya menjadi 31,89% dengan upaya sendiri (unconditional) dan 
43,20% dengan bantuan internasional (conditional) pada tahun 2030.  
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tentang  penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, negara 
Indonesia merupakan salah satu anggota yang telah meratifikasinya melalui UU 
No. 7 Tahun 1984. CEDAW mendorong negara-negara untuk memastikan 
perempuan dan kelompok rentan lainnya memiliki hak yang sama dalam 
pengambilan keputusan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Serta 
memastikan keterlibatan perempuan dalam setiap proses pembangunan baik 
melalui perencanaan, pendanaan, hingga  monitoring.  
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi menegaskan 
pengelolaan energi harus didasarkan pada prinsip utilitas, keberlanjutan, 
kesejahteraan publik, serta perlindungan lingkungan. Komitmen ini juga tertuang 
dalam Perpres No. 112 Tahun 2022, tentang Percepatan Pengembangan Energi 
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 
 

Indonesia juga telah membuat Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah 
Kaca (RAN-GRK), mencakup target bauran pasokan energi dengan meningkatkan 
energi baru terbarukan, antara lain meningkatkan porsi energi terbarukan 
setidaknya 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Komitmen tersebut 
berimplikasi pada perubahan sektor energi Indonesia menuju perekonomian 
rendah emisi karbon menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia 
menggalakkan proyek-proyek energi yang diklaim sebagai solusi atas krisis iklim 
melalui upaya transisi energi fosil menuju energi bersih, baru dan terbarukan 
salah satunya pengembangan proyek hydro power atau energi yang bersumber 
dari air atau air terjun.  
 
Secara spesifik, di Sulawesi Tengah saat ini tengah menyusun Rencana Aksi 
Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), RAD ini sejalan dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Tengah 2025-
2045 yang menargetkan penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Meski 
RAD tersebut masih tahap penyusunan. Meski kebijakan RAD tersebut masih 
dalam tahap penyusunan, sebenarnya pemerintah Sulawesi Tengah Tengah telah 
memiliki komitmen pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan 
keberlanjutan lingkungan, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan 
penghidupan. Melalui Peraturan Daerah No 5 tahun 2021, tentang rencana 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) yang menjadi aturan 
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turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Namun, meskipun telah banyak berbagai perjanjian, komitmen dan kebijakan 
yang berbicara terkait penurunan gas emisi rumah kaca, keberlanjutan lingkungan 
dan ekosistem, perlindungan masyarakat bahkan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, sayangnya hal tersebut justru berbanding terbalik pada 
implementasinya. Dapat dilihat dari pembangunan dan pengembangan 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso oleh PT Poso Energy di Kabupaten Poso, 
Sulawesi Tengah.  

Proyek ini telah menimbulkan dampak negatif signifikan pada masyarakat 
setempat, khususnya masyarakat yang hidup disekitar aliran Sungai Poso, ada 5 
wilayah yang paling terdampak yaitu : Desa Saojo, Desa Sulewana, Desa Kuku, 
Desa Tampemadoro, dan Desa Pandiri. Proyek PLTA membangun bendungan di 
aliran sungai, sumber air utama berasal dari Danau Poso. Danau Poso merupakan 
danau terbesar keempat di Indonesia setelah Danau Toba di Sumatera Utara, 
Danau Towuti dan Danau Tempe di Sulawesi Selatan,Indonesia memiliki panjang 
32 km dengan luas 16 km .4  
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ditegaskan 
bahwa pengelolaan energi harus didasarkan pada prinsip utilitas, keberlanjutan, 
kesejahteraan publik, serta perlindungan lingkungan. Secara prinsip, proyek PLTA 
Poso diharapkan memenuhi asas keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. 
Namun, dalam prakteknya, terdapat berbagai tantangan, seperti dampak sosial, 
ekonomi dan lingkungan di sekitar wilayah proyek, yang dapat bertentangan 
dengan semangat UU tersebut jika tidak dikelola dengan baik. 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan turunannya seperti Peraturan Menteri 
LHK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib 
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), pembangunan 
bendungan dan PLTA masuk dalam kategori usaha dan/atau kegiatan dengan 

 
4Lihat  https://goodstats.id/article/5-danau-terluas-di-indonesia  
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risiko menengah tinggi yang umumnya mensyaratkan dokumen lingkungan berupa 
AMDAL. 
 
Dokumen AMDAL bertujuan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan 
mengevaluasi secara sistematis dampak-dampak potensial dari proyek suatu 
proyek atau usaha, baik dampak positif maupun negatif, terhadap lingkungan, 
sosial, ekonomi, dan budaya. adanya dokumen ini menjadi bahan evaluasi secara 
holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan layak atau tidaknya 
rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di suatu lokasi rencana 
pembangunan 
 
Dokumen AMDAL harus disusun dengan melibatkan seluruh entitas masyarakat 
setempat, berdasarkan asas penyediaan informasi yang transparan dan lengkap 
serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan guna memastikan seluruh 
masyarakat dan perempuan dapat berpartisipasi, menyampaikan pendapatnya 
dan menjadi pertimbangkan dalam perencanaan proyek, untuk mengurangi 
potensi konflik sosial di kemudian hari. Namun demikian, setelah berlakunya 
undang-undang Cipta kerja, membuat persyaratan dokumen analisis lingkungan 
atau AMDAL menjadi lebih mudah dan sederhana dilakukan. Meskipun energi 
terbarukan memiliki narasi tersendiri, eksplorasi tenaga air tidak benar-benar 
mengurangi krisis iklim, dan pengembangannya memerlukan penilaian yang 
cermat terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat. 
 

Pada tahun 2003 dimulai pembangunan, tanpa adanya pemberitahuan yang 
komprehensif dan partisipatif bermakna, lahan perkebunan masyarakat di desa 
khususnya Desa Sulewana dan Desa Saojo dibebaskan untuk pembangunan 
proyek. masyarakat yang lahannya termasuk dalam area proyek terpaksa 
menyerahkan lahan perkebunannya karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk 
menolak proyek yang didukung oleh pemerintah yang diklaim sebagai kepentingan 
umum.  
 
Pengambilalihan lahan telah menghilangkan sumber penghasilan utama banyak 
orang, terutama petani perempuan. Selain itu, proyek ini mengabaikan masalah 
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lingkungan dan mencemari Sungai Poso.5 Sungai ini sangat penting bagi 
masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitarnya. Air sungai yang bersih 
digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama oleh perempuan yang 
menjalankan peran tradisional sebagai istri dalam memenuhi kebutuhan air dan 
makanan untuk keluarga. Perempuan biasanya memasak dan mengambil air 
minum dari sungai. Namun, sejak proyek PLTA membangun bendungan, mereka 
tidak mau lagi menggunakan air sungai karena sudah tercemar limbah semen dan 
minyak dari perusahaan. Karena tidak ada lagi sumber air bersih, perempuan 
terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan rumah tangga. Mayoritas pekerjaan 
masyarakat di lima desa ini adalah petani dan nelayan sungai, laki-laki maupun 
perempuan bekerja sama mengelola lahan dan menangkap ikan di sungai.  
 
Tahun 2016–2021 ada rencana revitalisasi danau dan sungai yang dituang dalam 
dokumen pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso. 
Revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan volume air sungai agar dapat mengalir 
lebih kuat menuju lokasi PLTA tersebut yang akan digunakan untuk menghasilkan 
listrik. Revitalisasi ini mendapat penolakan dari beberapa organisasi yang fokus di 
isu lingkungan karena dianggap dapat mengganggu kehidupan biota sungai dan itu 
akan berdampak pada ekosistem setempat. Aktivitas pengerukkan ini dilakukan  
sepanjang 12,8 km mulai dari hulu sungai, hal ini sangat berdampak terhadap 
nelayan sungai.6 Nelayan sungai terdampak karena pagar sogili/alat tradisional 
menangkap ikan yang digunakan oleh nelayan menjadi rusak dan akhirnya harus 
dikeluarkan dari sungai. Akibatnya, nelayan kehilangan mata pencaharian, dan 
pendapatan ekonomi keluarga menurun. 
 

Bagi perempuan, dampaknya akan berlapis dari meningkatnya beban kerja 
domestik dan peran ganda seperti perempuan terpaksa ikut berperan sebagai 
penopang ekonomi tambahan dengan bekerja informal atau bekerja paruh waktu 
hal ini menambah beban kerja perempuan karena tanggung jawab domestik dan 
perawatan anak yang tidak berkurang akibatnya tubuh perempuan bisa 
mengalami kelelahan fisik dan mental yang berlebihan situasi tersebut 
menjadikan perempuan akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. 
Perempuan memiliki peran gender yang dikonstruksikan pada kerja - kerja 

 
5 Catatan tahunan Solidaritas Perempuan 2024, Perempuan Melawan Pemiskinan 34 tahun berjuang 
bersama perempuan akar rumput 
6 https://drive.google.com/file/d/1GFqnHg-y9h3QzqJ_PVL99wR61Xj_b0NX/view?usp=sharing  
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perawatan dan penyedia pangan bagi keluarganya. Proyek PLTA telah merampas 
sumber - sumber kehidupan masyarakat khususnya perempuan. Situasi ini juga 
dipersulit dengan tidak ada informasi dan partisipasi bermakna dari perempuan 
dalam menentukan pembangunan di desanya, perempuan dianggap tidak 
memiliki kemampuan dan kapasitas, sehingga sangat jarang perempuan 
dilibatkan dalam rapat – rapat pengambilan keputusan di desa, hal ini karena 
sistem patriarki yang masih kuat di masyarakat desa.  

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memperkuat kapasitas 
masyarakat dalam melakukan advokasi, terutama bagi perempuan yang selama 
ini sering terpinggirkan dan suaranya dibungkam. Penelitian Feminist Participatory 
Action Research (FPAR) menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam 
proses penggalian data dan analisis. Tujuannya adalah untuk mengungkap dan 
memahami akar penyebab penderitaan yang dialami perempuan di lima desa 
yang paling terdampak oleh pembangunan PLTA Poso Energy di Kabupaten Poso, 
Sulawesi Tengah. Pembangunan PLTA yang diklaim sebagai bagian dari solusi 
krisis iklim justru telah menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan 
yang serius bagi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini adalah 
solusi palsu, karena hanya berfokus pada pencapaian target energi terbarukan 
tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan ekologis. Penelitian ini berupaya 
menggugat pendekatan pembangunan yang mengabaikan suara masyarakat, 
serta mendorong model transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi 
kehidupan masyarakat khususnya perempuan. 

Metodologi penelitian ini sangat penting untuk memperkuat pengalaman 
perempuan dalam komunitas, mengungkap persepsi yang menyesatkan tentang 
proyek tersebut, dan mengembangkan solusi alternatif dan jangka panjang yang 
mempromosikan keadilan lingkungan dan gender. Kurangnya inklusivitas dalam 
pengambilan keputusan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga 
menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan pembangunan yang lebih adil 
yang mempertimbangkan kesejahteraan dan agensi semua anggota masyarakat. 
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Perencanaan FPAR dengan Komunitas 

Konsultasi Pra-Penelitian 
  
Kegiatan identifikasi awal perempuan di lima desa, yaitu Sulewana, Saojo, Kuku, 
Tampemadoro, dan Pandiri.  
 
Mentor dan peneliti muda melakukan identifikasi awal perempuan yang akan 
terlibat dalam penelitian FPAR. Di Desa Sulewana, KFMS bertemu dengan Ibu 
Malvin Baduge, seorang perempuan petani di Desa Sulewana. KFMS 
mendiskusikan bersama maksud dan tujuan penelitian bersama dengan 
perempuan terkait proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang telah 
beroperasi saat ini di Desa Sulewana. Ibu Malvin, sebagai perempuan yang 
terdampak  mempunyai kebutuhan yang sama serta menceritakan situasi 
rumahnya yang telah rusak dengan indikasi karena aktivitas PLTA Poso Energy. 
Diskusi dengan Ibu Malvin berlanjut dengan kebutuhan identifikasi di 4 Desa 
lainnya, yaitu: Desa Saojo, Kuku, Tampemadoro dan Pandiri.  

Selain dengan Ibu Malvin dari Desa Sulewana, KFMS melanjutkan diskusi dengan 
4 perempuan, yaitu: Ibu Ester Pasolawa- perempuan petani vanili di Desa Saojo, 
ibu Wemi Nggau-perempuan petani durian, menanam tanaman obat – obatan di 
pekarangan rumah dari Desa Kuku, ibu Yufningsih Banumbu- perempuan petani 
dan penyuluh anak dari Desa Tampemadoro, ibu Verawati-perempuan petani dan 
Ketua kader Posyandu dari Desa Pandiri. Kelima perempuan ini memiliki keinginan 
dan kebutuhan terlibat langsung dalam penelitian FPAR tentang dampak proyek 
PLTA yang ada di Kabupaten Poso.  

Sebelum memulai FPAR, KFMS bersama 5 perempuan di 5 Desa bersama 18 
perempuan akar rumput lainnya dari 5 Desa menjadi peserta FPAR dan akan 
terlibat dalam kegiatan lainnya selama penelitian. Pelatihan FPAR  berlangsung 
pada tanggal 21-22 November 2023 di Poso Kota, Sulawesi Tengah. Selama 
kegiatan ini, peserta diminta untuk mengidentifikasi permasalahan dan 
menjadikan permasalahan tersebut sebagai target pencapaian yang ingin mereka 
ubah serta membangun komitmen bersama untuk mengubahnya melalui agenda 
FPAR. Lokasi penelitian dilakukan di desanya masing- masing yakni Desa Saojo, 
Sulewana, Kuku, Tampemadoro dan Pandiri.  
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Desa Saojo dan Desa Sulewana dengan lokasi tidak begitu jauh dari bendungan 
PLTA Poso 1 dan PLTA Poso 2 dengan kapasitas energy listrik yang dihasilkan 515 
MW. Desa Kuku merupakan desa ketiga yang dilewati dari sumber utama air 
sungai yaitu danau poso setelah Desa Saojo dan Sulewana. Kemudian Desa 
Tampemadoro merupakan desa ke empat yang dilewati yang juga menjadi lokasi 
rencana perluasan PLTA Poso ke 3. Selanjutnya desa Pandiri merupakan desa 
kelima yang juga direncanakan akan menjadi lokasi perluasan PLTA Poso ke 4. 

 

Gambar  perempuan akar rumput sedang presentasi dalam kegiatan Pelatihan FPAR/ pelatihan partisipasi 
aksi riset feminis, sumber foto KFMS 

 
Konsultasi pra-penelitian ini merupakan titik balik yang menarik bagi para peserta. 
Mereka tidak hanya mendapatkan kesadaran yang lebih baik tentang penyebab 
mendasar masalah mereka tetapi juga menemukan kekuatan batin untuk 
menciptakan perubahan. Melalui FPAR, mereka telah mengembangkan visi 
bersama untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kata-kata kuat para 
peserta, seperti 'Saya merasa seperti tersambar petir karena ketidakadilan' 
menunjukkan pengaruh mendalam dari pertemuan ini. Keberhasilan konsultasi 
pra-penelitian kami menunjukkan bahwa dengan keterlibatan aktif dan 
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